
WALIKOTA PAREPARE 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

BELANJA SUBSIDI PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KEPADA 
PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK 

SUB DIVISI REGIONAL PAREPARE 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALIKOTA PAREPARE, 

---. 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
berpendapatan rendah, Pemerintah Kota Parepare 
menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya beras 
yang dialokasikan melalui belanja subsidi kepada 
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 
9/HUK/2018 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah Tahun 2018 oleh Perusahaan 
Umum Badan Urusan Logistik, yang telah menetapkan 
beras sebanyak 10 kilogram per KPM, maka Pemerintah 
Daerah Kota Parepare bermaksud menambah beras 5 
kilogram per KPM menjadi 15 kilogram per KPM 
sebagaimana tahun sebelumnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Belanja Subsidi Program Bantuan Sosial 
Beras Sejahtera kepada Perusahaan Umum Badan Urusan 
Logistik Sub Divisi Regional Parepare Tahun 2018. 

Mengingat . 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
4/HUK/2018 tentang Penetapan Penetapan Perubahan 
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Serta Tahap 
Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan 
Pangan Non Tonai Tahun 2018; 

12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
9/HUK/1618 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah Tahun 2018 oleh Perusahaan 
Umum Badan Urusan Logistik; 

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 
2017 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI 
PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA 
KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN 
LOGISTIK SUB DIVIS! REGIONAL PAREPARE TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Parepare. 
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewefiruig'a.ii daerali otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. 
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak sebagai Bendaharan Umum Daerah. 

7. Kecamatan . 
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d. PPK-SKPD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada 
Pengguna Anggaran untuk ditandatangani; 

e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan 
kepada BUD/ Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. 

BABV 
MEKANISME PENY ALURAN RASTRA 

Pasalg 

Penyaluran tambahan 5 kilogram subsidi program bantuan sosial beras 
sejahtera yang dibiayai oleh pemerintah daerah disalurkan bersamaan dengan 
bantuan sosial beras sejahtera 10 kilogram. 

Pasal 7 

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Subsidi Program Bansos Rastra 
di Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota. 

(2) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, 
pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan 
serta pelaporan. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 8 

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bansos Pangan di Tingkat 
KecrunatMI, Carnat me:tnbetttt.ik Tim Kdot'dinasi Bansos Pat:igan: Keca:maran. 

(2) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Camat. 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja subsidi 
kepada Perum BULOG. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pelaksanaanya dilakukan 
melalui Inspektorat. 

Pasal 11 . 




